













Dibentuklah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, lembaran Negara Republik Indonesia TAM 1999 Nomor 140. Mengingat tindak pidana korupsi telah terjadi di negeri ini secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat maka pemerintah mempersiapkan suatu rancangan undang-undang mengamandemenkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Rancangan Undang-Undang inilah yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia TAM 2001 Nomor 134).
Penegakan hukum pidana sebagai bagian politik kriminal harus dilihat dan dihayati kerangka proses humanisasi, disertai keyakinan bahwa keadilan sosial merupakan sarana baik untuk mencegah kejahatan. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Dalam pembuatan sanksi oleh penuntut umum seringkali tidak murni sesuai aturan perundang-undangan, hal ini karena bahwa kejaksaan bukanlah suatu instansi yang independen, seorang jaksa penuntut umum terikat pada sistem kerja, dan tidak bisa menjadi pengambil keputusan yang otonom seperti hakim, tetapi berdasarkan wewenang yang terkait antara bawahan dengan atasan. 
Adapun bentuk kinerja jaksa sebagai penuntut umum telah disesuaikan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Jaksa sebagai pemegang perkara sekaligus dipercaya pimpinan untuk melakukan penuntutan tidak dapat 100% menentukan tuntutan tinggi karena adanya sistem kontrol dari atasan atau yang terkenal dengan sebutan Rencana Tuntutan (Rentut). Rentut ini ditentukan oleh atasan secara berjenjang dari Jaksa ke Kajari ke Kajati, bahkan sampai ke Kejaksaan Agung RI sebagaimana diatur dalam keputusan Jaksa Agung RI No.Kep: 132/JA/11/94 tanggal 7 November 1994 sehingga Jaksa yang menangani kasus tersebut terutama dalam menentukan tuntutan terhadap terdakwa tidak sertamerta asli dari jaksa itu sendiri. Pada saat jaksa yang menangani kasus tindak pidana korupsi ataupun semua unsur pimpinan yang menentukan rencana tuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi (terdakwa) adalah saat-saat yang rawan artinya sering dipengaruhi oleh berbagai pihak yang berkepentingan baik kelompok ekonomi maupun politik, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk kepentingan diri sendiri. Dari hal-hal kondisi seperti inilah, kinerja para jaksa sejak dari penyidikan sampai tuntutan dan putusan pengadilan sering terpengaruh.
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ABSTRACT

Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption, State of the Republic of Indonesia TAM 1999 Number 140. Considering that criminal acts of corruption have occurred in this country systematically and extensively so that it not only harms state finances, but also violates the rights of social and economic community, the government prepares a bill to amend Law No. 31 of 1999.The Draft Law was later stipulated to become Law Number 20 of 2001, concerning amendment to Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption (State Gazette of the Republic of Indonesia TAM 2001 Number 134).
	The enforcement of criminal law as part of criminal politics must be seen and lived through the framework of the humanization process, accompanied by the belief that social justice is a good means to prevent crime. As a process of activities that includes various parties including the community in the context of achieving goals is a must to see the enforcement of criminal law as a criminal justice system. In making sanctions by public prosecutors it is often not purely in accordance with the laws and regulations, this is because the prosecutor's office is not an independent agency, a public prosecutor is bound to the work system, and cannot be an autonomous decision maker like a judge, but based on the authority related to subordinates and superiors.
The form of the performance of prosecutors as public prosecutors has been adjusted to the Criminal Procedure Code. The prosecutor as the case holder and at the same time is trusted by the leadership to carry out the prosecution can not 100% determine the high demands because of the control system of superiors or known as the Plaintiffs Plan. This scandal is determined by superiors in stages from the Prosecutor to Kajar to Kajati, even to the Indonesian Attorney General's Office as stipulated in the decision of the Indonesian Attorney General No. Kep: 132 / JA / 11/94 dated 7 November 1994 so that the Prosecutor handling the case is mainly in determine the charges against the accused are not necessarily original from the prosecutor himself. When prosecutors handle cases of corruption or all elements of the leadership that determine the planned lawsuit against corruption (defendants) are vulnerable times, meaning that they are often influenced by various interested parties, both economic and political groups, and even do not rule out the possibility of self interest. From these conditions, the performance of prosecutors from investigations to lawsuits and court decisions is often affected.
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